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ABSTRAK

Isu pencari suaka merupakan isu internasional yang mendapat perhatian
sentral dalam sektor keamanan nasional di Australia. Terhitung sejak tahun 2001
hingga tahun 2015, tepatnya setelah insiden Tampa, pemerintah Australia mulai
mengimplementasikan kebijakan yang cenderung punitif terhadap pencari suaka.
Kebijakan punitif yang dimaksud adalah adanya kecenderungan pemerintah Australia
untuk menghukum para pencari suaka yang datang. Padahal, pencari suaka
merupakan pihak yang terancam sehingga memiliki hak untuk mencari perlindungan
internasional. Tindakan Australia tersebut kemudian jelas berbanding terbalik dengan
reputasi Australia sebagai advokat HAM, sebagaimana di Asia Pasifik, Australia
diberikan predikat sebagai human rights leader. Selain itu, tindakan Australia juga
dinilai tidak sejalan dengan statusnya sebagai peratifikasi dari sejumlah perjanjian
internasional terkait penegekkan HAM pencari suaka. Oleh karenanya, tindakan
Australia untuk menerapkan kebijakan punitif terhadap pencari suaka kemudian
menimbulkan kritik dari pemerhati kemanusiaan baik secara internasional maupun
nasional. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan
untuk menganalisis latar belakang penerapan kebijakan yang punitif yang dilakukan
oleh Australia terhadap pencari suaka tahun 2001-2015. Dalam menjelaskan
permasalahan tersebut, peneliti menggunakan integrated threat theory, teori
sekuritisasi, tesis mengenai societal security, dan rezim internasional. Pada akhirnya,
peneliti menemukan bahwa latar belakang tindakan pemerintah Australia untuk
menerapkan kebijakan yang punitif terhadap pencari suaka tidak dapat dilepaskan
dari adanya keleluasaan yang diberikan rezim internasional terkait perlindungan
terhadap pencari suaka bagi negara untuk menggunakan kedaulatannya dan anggapan
pencari suaka sebagai ancaman, baik sebagai realistic threat ataupun symbolic threat
sehingga penerapan kebijakan yang punitif terhadap pencari suaka didasarkan pada
kepentingan terhadap keamanan nasional dan kepentingan untuk mengamankan
societal security.
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